BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR [5 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru Nomor ... Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

SRR ¢
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Bupati Kepulauan
Aru menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatdn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Seram bagian Timut, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru
di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

e
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tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019;

'26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019;

27. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;

28. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru; )

29. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019;

30. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan

Aru Tahun 2019.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

|
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Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 hu

berikut :
a. Pendapatan
b. Belanja
c. Transfer
Surplus / (Defisit)
d. Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
- Pembiayaan Netto

e. Silpa

Pasal 2

Rp958.783.818.603,68
Rp832.687.217.457,22
Rp169.028.753.854,00
Rp(42.932.152.707,54)

Rp55.059.677.191,78
Rp7.500.000.000,00
Rp47.559.677.191,78
Rp 4.627.524.484,24

Pasal 3

ruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai
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Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejurnlah Rp117.787.020.846,32 dengan rincian sebagai

berikut :
1) Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp1.076.570.839.450,00
2) Realisasi Rp958.783.818.603,68

Selisih lebih / (kurang) Rp117.787.020.846,32
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp127.658.360.421,79 dengan rincian sebagai berikut

Rp960.345.577.879,00

1) Anggaran Belanja setelah Perubahan
Rp832.687.217.457,22

2) Realisasi

Selisih lebih / (kurang) Rp127.658.360.421,79
c. Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp1.230.438.080,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Susplus / Defisit setelah Perubahan Rp170.259.191.934,00
2) Realisasi Rp169.028.753.854,00
Selisih lebih / (kurang) Rp1.230.438.080,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(11.101.777.655,47) dengan rincian sebagai
berikut :
1) Susplus / Defisit setelah Perubahan Rp(54.033.930.363,00)
2) Realisasi Rp(42.932.152.707,54)
Selisih lebih / (kurang) Rp(11.101.777.655,47)
e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp6.474.253.171,23 dengan rincian
sebagai berikut :

1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan

{
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setelah Perubahan Rp61.533.930.363,00

2) Realisasi RpS5S.059.677.191,78
Selisih lebih / (kurang) Rp6.474.253.171,23
f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.0,00) dengan rincian sebagai
berikut :
1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00
2) Realisasi

Rp. 7.500.000.000,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp6.474.253.171,23 dengan rincian sebagai
berikut :

1) Anggaran Pembiayaan Netto setelah

Perubahan Rp54.033.930.363,00
2) Realisasi Rp47.559.677.191,78
Selisih lebih / (kurang) Rp6.474.253.171,23
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp1.659.126.918.614,80
b. Jumlah Kewajiban Rp33.379.939,713,77

a. Jumlah Ekuitas Dana Rpl1.625.746.978.901,03

\
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Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2019 Rp59.647.695.327,61
b. Arus Kas Bersih dari aktifitas operasi Rpl118.777.242.707,52
¢. Arus Kas Bersih dari aktivitas

investasi aset non keuangan Rp(169.209.395.415,06)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas non

anggaran/transitoris Rp84.185.076,93
e. Saldo Kas Akhir per

31 Desember Tahun 2019 Rp9.299.727.697,01

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a. lampiranl Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

b. lampiran II Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi.
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Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dgbo

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Diundangkan di Dobo

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 NOMOR (% TAHUN 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NOVY EDWIN.M. SOLISSA

l
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

. UMUM

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun
2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
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Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal §

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR ...
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